LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

DAERAH

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

1. Format Surat Pernyataan Lapor Alih Kepemilikan

SURAT PERNYATAAN LAPOR ALIH KEPEMILIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama OSSP PPPPPPPPRRPRN
Alamat © eeeeeerreeereeeeieeeeeeeeeeeteeeasheeeaateeeateeeateeeateeeasteeenrreeenreeeeanteeens
N 1K ettt eeeeeeeeeeeeeeeeee—e—.—————aieeeeeeeeeeeeeeeteteeeeetetettteettt———r———————————
No. HP © e eeeeeeeeeeeeeeeieeeaseeeeeteeeeeeeeaaaiaaereeteeteeeeaaeaaaan—rraeeteeaeeeeaaananrree

Melaporkan dengan benar status kepemilikan kendaraan bermotor yang datanya tersebut di bawah ini:

NOMOE POLIST & oo e e e s e e e e e e e e e e e aeaeaeeeeeeneees
L T ALY (=12 SRR
TANUN / CC o ettt e e e e e e s e et e ettt eeessessassraeeseeeeesssessnnennnes

No | Status Kepemilikan Kendaraan | Check List
1 | Masih dimiliki sendiri

2 | Telah dijual / hibah

3 | Disita Bank / Dealer / Leasing

4 | Kepemilikan ke 1 (Pertama)

5 | Kepemilikan ke 2 (Kedua)

6 | Kepemilikan ke 3 (Ketiga)

7 | Kepemilikan ke 4 (Keempat)

8 | Kepemilikan ke 5 (Kelima)

9 | Lain-lain

Demikian Surat Pernyataan ini saya tanda tangani dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui / Menyetujui,
Kepala UPT PEPENDA ...................
BAPENDA Provinsi Sumatera Utara

(..nama/ nip / pangkat...)
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2. Format Formulir Data Objek PKB dan Subjek PKB

FORMULIR TIDAK
DIPUNGUT BIAYA

Nomor Registrasi

Merk

Type

Jenis Kendaraan
Tahun Pembuatan

Isi Cilynder / cc / watt
Nomor Rangka / Chasis
Nomor Mesin

© ® N o gk wDdPE

Warna Kendaraan
10. Warna TNKB

2. Alamat

3. Tanda Jati Diri

4. No. Telp. / No. HP.

|:| Pendaftaran Pertama
|:| Pendaftaran Mutasi

1. Dasar Penyerahan
2. Tanggal Penyerahan
3. Tanggal Faktur / Kwitansi

'?‘ v.’u“.'ai":'.'
SURAT PERMOHONAN

PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR (SPPKB)

PP PPTTPPPN 11. Kode Lokasi

OO 12. Pengguna/Fungsi
PP U U PRRPPOPPPIRY 13. Jumlah Sumbu / As / Roda
PP TTTPPPN 14. JBB/Jumlah Penumpang

. Bahan Bakar *)

PPN 16. Kemudi
SN 17. Jumlah Pintu
e 18. Negara Asal

1. Nama Lengkap Pemilik / Badar: ........cccooiiiiiiiiiiiiiiiie e

L e e e e aaaaaaaas Kelurahan
Kecamatan : ..........ccccoeeveviiiiiieniiiineens Kab / Kota
Kode POS & oo

kTP NIK ;... ~-..J]NPWP No.

[ JKITAS NO. @ ooviiies _|KITAT No.
L e NPWPD No.

|:|Ganti Nama |:|Ganti Mesin
|:|Ubah Bentuk

|:|Jua| Beli |:|Lelang Negara

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya,
saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: |:|Bensin |:|Campur |:|Lain—lain
: |:|Kanan

|:| Lain-lain @ ...........
[ Hiban

No. Pendaftaran : .............cceeveernnnnnn.

|:|Solar |:|Gas
[ iri

[ uistrik

j .
ComvseENDRFTARAN |

|:|Warisan |:| Lain-lain

[ ]s™K A

[_]kTP/ NPWP;
[ ]SKKP (Terakhir)
[ |BPKB Asli

Pemohon,

(e ettt
8><Gunting disini

No.

No. Pendaftaran : ...........cocoiviriiiniiininnn
TANDA TERIMA SPPKB
L NAMA e
2. NOMOr REQISIEr i e e e rraaaeaaaeees e
3. Lampiran Petugas

|:|Hasi| Gesekan No. Rangka dan No. Mesin;
|:|Faktur/ Kwitansi

I:lLain-Iain
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3. Format SKPD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan

SAMSAT Provinsi
SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAY ARAN PKB, BBNKB, SWDKLLJ DAN PNBP No Sumatera Utara

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUM LAH TERSEBUT DI SEBELAH INI UNTUK PELUNASAN PKB, BBNKB,
SWDKLLJ, PENERBITAN STNK DAN PENERBITAN TNKB/NRKB PILIHAN BERIKUT:

NOMOR REGISTRASI

NO. URUT

NAMA PEMILIK

NO. KOHIR

NIK/NO.HP

Jumlah yang harus dibay ar (Rupiah)

MERK/TYPE : POKOK |SANKS| ADMINISTRATIF | JUMLAH
JENIS/MODEL : BAHAN BAKAR : BBNKB

WARNA KB : KEPEMILIKAN KE : PK
ISI SILINDER/HP : NO. REGISTRASI LAN: OPSEN PKB
NOMOR RANGKA/NI : SWDKLLJ

JUMLAH
DITETAPKAN TANGGAL PENAKSIR PAJAK KASIR

BERLAKU S/D

TAHUN PEMBUATAN/PERAKITAN : WARNA TNKB : OPSEN BBNKB

NOMOR MESIN : KODE NJKB : PENERBITAN STNK
NO. BPKB : PENERBITAN TNKB/NRKB PILIHA|

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UT KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA CABANG PT. JASA RAHARJA
DIREKTUR LALU LINTAS PROVINSI SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA

4. Format Formulir Permohonan Perbaikan Data Surat Pernyataan Diatas Materai

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :

Alamat

Nomor KTP
No. Telp/HP

Dengan ini menyatakan bahwa kendaraan bermotor atas nama saya, adalah sebagai berikut:

1. kendaraan yang masih dimiliki dan dikuasai :

No Nopol Jenis Merk/Type Tahun Buat Milik Ke Keterangan

2. kendaraan yang telah dijual / pindah tangankan

No Nopol Jenis Merk/Type Tahun Buat Keterangan

3. Saya bersedia membayar PKB progresif atas kepemilikan Kendaraan Bermotor yang saya miliki
4. Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat, tidak ada lagi kendaraan lain yang saya miliki

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya, apabila Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi berupa tarif
tertinggi sebesar 3,12% dari pengenaan pajak

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10.000

*tidak untuk Proteksi Kendaran CURANMOR

*Lampirkan Foto Copy KTP

*Permohonan Proteksi Kepemilikan GRATIS tidak dipungut biaya apapun.

*Konsekuensi dari Permohonan Proteksi Kepemilikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon.



5. Format STS

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERAUTARA
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PKB/BBNKB

Form:SSPD 1

(SSPD)
SSPONONOR: ..o
BANK
HARAP DITERIMA UANG SEBESAR : RD. ..vvcvcvvvvvssrvessvvesnersnens NO. REKENING .
.................................................................................................. ) TANGGAL
DENGAN RINCIAN SEBAGAIBERIKUT :
\0 KODE UPTD URAIAN BBNKB POKOK (Rp.)| OPSENBBAKE POKOK (o) {BBNKB DENDA (Rp.)| BEAKB DEDA 0PSEN(Ro) | PKB POKOK (Rp.) |OPSEN PKBPOKOK (Rp)| PKB DENDA(Rp.) [PKBDENDAOPSEN(Rp)| ~ JUMLAH
PEPENDA |  PENYETORAN 41103 41104 4.1407.02 41407.03 41101 4110131 4140701 4140702 (Rp)

1

2

3
dst..

JUMLAH

UANG TERSEBUT DITERIVA PADA
TANGGAL : ..o

PENGELOLAAN PELAPORAN DATA PENERIMAAN
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH




6. Format Formulir STPD

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA ..o

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Nomor: ..o

Kepada :

Yth
Jalan
di-

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan administrasi data kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat, kendaraan milik saudara :

Nomor Palisi : Tahun/CC e
Jenis/Merk/Type T Warna Kendaraan T URUPPUPRRI
Masa pajak berakhir pada tanggal ...... ...... .
Terdapat kesalahan penetapan yang mengakibatkan kekurangan bayar dengan data sebagai berikut:

PKB dan Opsen PKB Seharusnya BBNKB dan Opsen Seharusnya
PKB dan Opsen PKB Yang Ditetapkan BBNKB dan Opsen Yang Ditetapkan
Selisih Pembayaran L e Selisih Pembayaran

Sehubungan dengan hal tersebut agar Saudara segera melunasi Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) pada Kantor Bersama SAMSAT setempat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterbitkan.

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak melakukan pembayaran maka akan diberikan Surat Teguran.
Belum termasuk SWDKLLJ, denda SWDKLLJ, dan/atau biaya administrasi STNK/TNKB.

Bilamana kendaraan bermotor saudara telah dijual/dipindahtangankan, maka segera melapor ke kantor bersama Samsat untuk melakukan
proteksi kendaraan.

Tempat, . .
KEPALA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN
PROVINSI WILAYAH KAB/KOTA ...cc. it

(Cap dan TTD)

Abaikan Surat ini apabila telah melakukan pembayaran.

POTONG DI
Kepada Yth :Kepala UPT PEPENDA ...... oo
Alamat
Sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) NOMOI : ... ccccoviviiiiiiiniieieieens tanggal ... , dengan ini

disampaikan Keterangan Status Kendaraan dimaksud sebagai berikut :

Nomor Registrasi
Nama

Alamat

No.Telp Rumah / HP
Tgl. STPD

STATUS KENDARAAN
]:lKendaraan hilang tidak melapor ke polisi |:]Alamat tidak dikenal/tidak sesuai/tidak ditemukan
I:lKendaraan ditarik leasing/penjamin |:|Wajib pajak tidak merasa memiliki kendaraan
I:lKendaraan sudah dipindah tangankan |:]Alasan lainnya ...
]:lKendaraan rusak berat

Status kendaraan diisi sesuai kondisi terakhir kendaraan bermotor dengan membubuhkan tanda ( X ) pada kotak yang tersedia dan
melampirkan foto copy KTP.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tempat, ...... Tahun ...,
WAJIB PAJAK / PETUGAS,
YANG MENERANGKAN,
[ TP ) Nama ... .o,
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7. Format Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
(SPKP2KB)

SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (SPKP2KB)

PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA UTARA Kepada Yth. Bpk/ lbu/ Sdr

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan administrasi data Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat, kendaraan milik saudara:

Nomor Registrasi : Tahun/ CC:
Jenis : Merek / Type :
Warna KB : Masa pajak berakhir pada tanggal :

Sehubungan dengan hal tersebut agar Saudara melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor
Bersama SAMSAT setempat. Keterlambatan melakukan pembayaran pada tanggal yang dimaksud, akan dikenakan sanksi administratif susuai

Perda No. .... Tahun 20...

Bilamana Kendaraan Bermotor Saudara telah berubah data kepemilikan/penguasaan objek dan subjek kendaraan, maka diminta segera

melapor dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali blanko yang tersedia di bawah ini berupa informasi status kendaraan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Keterangan :
BADAN PENDAPATAN DAERAH

=

Lembar ini harap dibawa pada saat melakukan pembayaran

2. Abaikan Surat ini apabila telah melakukan pembayaran

—————————— * 00000001



8. Informasi Status Kendaraan

INFORMASI STATUS KENDARAAN

Kepada Yth

Alamat :

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKP2KB) Nomor :

Tanggal dengan ini disampaikan keterangan Status Kendaraan dimaksud sebagai berikut:
Nomor Registrasi

No. Telp Rumah/HP
Tgl SPKP2KB

STATUS KENDARAAN

: Kendaraan hilang tidak melapor ke polisi :Alamat tidak dikenal/tidak sesuai/tidak ditemuka
: Kendaraan ditarik leasing :Wajib pajak tidak merasa memiliki kendaraan
: Kendaraan sudah dipindah tangankan :Alasan Lainnya

: Kendaraan rusak berat

Status Kendaraan diisi sesuai kondisi terakhir Kendaraan Bermotor dengan membubuhkan tanda ( x ) pada kotak yang tersedia dan
Melampirkan fotokopi KTP.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WAJIB PAJAK/YANG MENERANGKAN
1
! NO:A-23 | 00000001

PEMERINTAH PROVINST SUMATERA UTARA Kepada Yth. Bpk/ Ibu/ Sdr

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan administrasi data Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat, kendaraan milik saudara:

Nomor Registrasi : Tahun / CC:
Jenis : Merek / Type :
Warna KB : Masa pajak berakhir pada tanggal :

Sehubungan dengan hal tersebut agar Saudara melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT
setempat. Keterlambatan melakukan pembayaran pada tanggal yang dimaksud, akan dikenakan sanksi administratif susuai Perda No. 13 Tahun 2011.

Bilamana Kendaraan Bermotor Saudara telah berubah data kepemilikan/penguasaan objek dan subjek kendaraan, maka diminta segera melapor dengan cara
mengisi dan mengirimkan kembali blanko yang tersedia di bawah ini berupa informasi status kendaraan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Keterangan :
3. Lembar ini harap dibawa pada saat melakukan pembayaran KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
4. Abaikan Surat ini apabila telah melakukan pembayaran

BADAN PENDAPATAN DAERAH

i 00000001
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9. Format Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

PEMERINTAH DAERAI

PROVINSI SUMATERA

UTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. SM Raja KM 5,5 Kota Medan

SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (SPKP2KB)

SKPD-LB

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH
BAYAR

No Urut:

Masa Pajak :
Tahun
Nama
Alamat
NPWPD
Tanggal Jatuh Tempo
No No Rekening Uraian Pajak Daerah Jumlah (Rp)
1 4 (1|1 |01 Pajak Kendaraan Bermotor
2 4 11 1|4 |07 |01 Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak

Jumlah Sangsi

Jumlah Keseluruhan

Dengan Huruf
PERHATIAN

Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank Sumut) dengan menggunakan SKPD ini.

Medan,

Pengguna Anggaran

Tanda Terima

Nama

Alamat

NPWPD

Medan,

Yang Menerima
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10.Format Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jalan SM Raja KM 5,5 Kota Medan
SURAT KETERANGAN FISKAL ANTAR DAERAH
NOMOR : .......... J/FAD/.......... Y Y ST
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dengan ini menerangkan bahwa

Kendaraan Bermotor :

NOMOT REZISTIAST 1 ettt s s sttt b et e et e sh b sae s s b aeb e a e s b e
Jenis

Merek/Type
Tahun/Isi Cylinder

Nomor Rangka/Chassis :

Nomor Mesin
Nomor B.P.K.B
Nomor S.T.N.K
Nama Pemilik
0TI = T 1 -1 P T R
Berdasarkan data yang ada, kendaraan tersebut di atas telah membayar LUNAS :

a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tanggal
sebesar Rp

© W N DU R WwN e

b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan tanggal
sebesar Rp

Keterangan ini diberikan berhubung dengan kendaraan tersebut akan dipindahkan ke

Atas Nama:

Alamat

Demikian, agar yang berkepentingan maklum.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

TEMBUSAN KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
1. Yth. Ka. Bapenda Provinsi Sumatera Utara DAERAH

2. Yth. Ka. Sat. Lantas .. essnsentna snss EemsA RS A E R R R

3. Yth. Ka. Perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) e

4, Arsip

Salinan sesuai dengan as“-“ya Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

N ?\B A. FATONI

RIVEA] I. SIREGAR
-a.g-.-; X @TAMA MUDA (IV/C)
“NE?QAP@ 90421 199003 2 003




1.

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Format SKPD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan

SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAY ARAN PKB, BBNKB, SWDKLLJ DAN PNBP No Sumatera Utara
HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAHTERSEBUT DI SEBELAHINI UNTUK PELUNASAN PKB, BBNKB,

SWDKLLJ, PENERBITAN STNK DAN PENERBITAN TNKB/NRKB PILIHAN BERIKUT:

SAMSAT Provinsi

NOMOR REGISTRASI

NO. URUT

NAVA PEMILIK

NO. KOHIR

NIK/NO.HP

mlah yang harus dibayar (Rupiah)

MERK/TYPE

JENIS/MODEL

TAHUN PEMBUATAN/PERAKITAN :
WARNA KB

ISI SILINDER/HP

NOMOR RANGKA/NI :

NOMOR MESIN

NO. BPKB

BAHAN BAKAR
WARNA TNKB
KEPEMILIKAN KE

NO. REGISTRASI LAN:

KODE NJKB

BERLAKU S/D

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERAUT KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA CABANG PT. JASA RAHARJA

SANKSI ADMINISTRATIF | JUMLAH

BBNKB
OPSEN BBNKB
PKB

OPSEN PKB

PENERBITAN STNK
PENERBITAN TNKB/NRKB PILIHA

DITETAPKAN TANGGAL PENAKSIR PAJAK KASIR

DIREKTUR LALU LINTAS PROVINSI SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA




2. Format STS

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PKBIBBNKB
(35PD)

Form: SSPD 1

SSPONOMOR oo
BANK
HARAP DITERIMA UANG SEBESAR :RD. ..voocccvrrcrmesccissrocsis NO.REKENNG
N S—— R T ——— ) TANGGAL
DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT ;
N KODE UPTD URAAN BBNKB POKOK (Rp )] CPsaveaikFOXOK o) | BBNKB DENDA (Rp| EENKBCENDA OPSEN(Ry) | PKB POKOK (Rp.) |OPSEN PKBFCKCK e PKBDENDA(Rp,) [PKBDENDAOPSEN(Rp)  JUMLAH
PEPENDA | PENYETORAN 41103 41104 4140102 4140103 4110 4110131 4140701 41407102 (Rp)
1
2
3
dst.
!
JUMLAH
UMNGTERSEBUTDTERIMAPADA s
TANGGAL & oo PENGELOLAAN PELAPORAN DATAPENERIMAAN

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

WILAYAH......ooe

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

A. FATONI



LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

PAJAK ALAT BERAT

1. Surat Pendaftaran Objek Pajak

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Sisingamangaraja Km. 5,5 Telp. (061) 7865586 - 7867776
MEDAN

NO. SPOPD

T

SPOPD
(SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH)
PAJAK ALAT BERAT
PERDA PROV. SUMUT NO.1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Kepada YTH.
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SUMUT
Cq. KEPALA UPTD PEPENDA ..........
Di- vevevreerieerieeeen
NnpwpD: LI L T ¢ T § 1 1T 1 1T 1T 1 1 11|
nop o L 1 1 1 1T 1T 1 1T 1T 1T 1 T [ 1 11|

=

Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
NIK/NIB

Nomor Telp/HP
Alamat Email

Jenis Alat Berat
Merk Alat Berat
Type/Model

LN U Bk WwWN

ey
= O

[EEN
N

. Tahun Pembuatan
. No.Produksi/No. Identitas

Kapasitas Mesin

. Status penguasaan

: milik/sewa/pinjam (coret yang tidak benar)

13. Jika bukan milik sendiri: ~ :
= NGM A PeMIlIK/POIUSANAAN & oottt ettt ettt e ete st sae st e e saeere et et eeseeesensensesesstssteseesreanees
= AIIMAT PEMIIIK 1 ettt et e et b b ea bbb s s e bt ebeebeebeeresbeereesaenbantenn
= NGO TEIP/HP e bbb st bbbttt et a e sra b s bt en et et saenaens

Keterangan :
Dengan ini menyatakan, Formulir ini disi dengan benar dan apabila terdapat ketidakbenaran didalamnya,
kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang —undangan yang berlaku.

Petugas :

Nama jelas

Nama jelas




2. Surat Ketetapan Pajak Alat Berat

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO. SKPD

BADAN PENDAPATAN DAERAH
3. Sisingamangaraja Km. 5,5 Telp. (061) 7865586 - 7867776 | T ASA PAJAK

MEDAN TAHUN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
PAJAK ALAT BERAT (PAB)

PERDA PROV. SUMUT NO.1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NPWPD :
1. NAMA WAJIB PAJAK i
2. ALAMAT e
3. NIK/NIB e
4. NO.TELP/EMAIL S
5. JENIS ALAT BERAT )
6. MERK ALAT BERAT e
7. TYPE/MODEL i
8. KAPASITAS S
9. TAHUN PEMBUATAN e
10. NO. PROD. / NO. IDENT. T
11. NJAB i)

POKOK PAJAK SANKSI JUMLAH
No. TAHUN PAJAK ADMINISTRATIF
1.
2.
3
4.
5.
6.

TOTAL

oo T )

Ditetapkan tanggal

Dibayar paling lambat tanggal

Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per bulan.

Lakukan Pembayaran secara Non Tunai ke RKUD Provinsi Sumatera Utara Nomor
10001010006230 atau gunakan QR QRIS di sebelah kiri, lalu segera sampaikan bukti pembayaran
QR Non Tunai anda kepada Kantor UPTD PEPENDA dimana Wajib Pajak terdafftar.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KEPALA UPTD PEPENDA ...................

NIP
Pangkat




3. Format Surat Setoran

NO. URUT
SERI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SSPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH ( SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )
UPTD PEPENDA PAJAK ALAT BERAT
] N
L= |« J OO Tahun ...,
Nama
Alamat
NO. Objek Pajak 1
NPWP 0 0 0oooogoo oo oda
Menyetor berdasarkan *)  : 1 SKPD [ sTPD [ Lain-lain
] SKPDT ] SPTPD
] SKPDKB [ SK Pembetulan
[] SKPDKBT [ SK Keberatan
Masa Pajak Bulan @ .o Tahun: ... No. Urut : e
. . . . .. . Jumlah
No. Objek Pajak Pokok Pajak Sanksi Administrasi Rp
Jumlah Setoran Pajak
Dengan Huruf
......... Tahun ...
Diterima oleh,
pemegang Kas Khusus Penerimaan Penyetor
Pemilik / Kuasa
((eeeereerereeeeeereeeseeees e er s n e ) ((ereeeerereeeseeneee et e er st )
NIP. et




4. Format STPD

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA STPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PEPENDA

No. Urut
{ SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH ) Farmulir

PAJAK ALAT BERAT
Masa Pajak : ..

Tahun

|Alamat
Nomor Objek Pajak

NPWP 0O 0O 0OoOooodoo do odo
Tgl. Jatuh tempo

|. Berdasarkan penelitian dan atau pemeriksaan , perhitungan jumlah Pajak yang masih harus di bayar
adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang harus dibayar

2. Sanksi administrasi

3. Jumiah yang masih harus dibayar (1 + 2 )

|
|

Dengan Huruf !

Harap Penyetoran dilakukan melalui PKKP {Pemegang Kas khusus Penerima) Provinsi Sumatera Utara atau
{PTITET TPICRP WIPTTH somvvmsevssssunsosseorosss ormossmss sy 3855 0

s s e sssessssirss T svsersnsens
a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Sumatera Utara,

Kepala UPTD PEPENDA

NIP.
MODEL DPD - 1314 gunting disini
No. STPD e
TANDA TERIMA
1. Nama
ZBIAMIBE s i e e
3.No. Kohir fuscsnsmmesasmse
4. NPWPD

ORI .- ; |0 {; JU——
yang menerima

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

A. FATONI




LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

1. Surat Pemberitahuan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA No. SPTPD:
BADAN PENDAPATAN DAERAH Masa Paiak :
Jalan Sisingamangaraja Km.5,5 Telp (061) 7865586 - 7867776 jak:
MEDAN Tahun Pajak :
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)
NPWPD/NPWP:NIB : Kepada
Yth. Gubernur Sumatera Utara
u.p
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provsu
di Medan
PERHATIAN:

1. Harap diisi dengan huruf CETAK

2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi SUMATERA UTARA
paling lambat 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan dengan melampirkan bukti bayar.

3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan Sanksi Administratif sebesar Rp1.000.000,00 (Satu
Juta Rupiah) per SPTPD.

A. DIIST OLEH ...cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt aeaeneaee (PENYEDIA/WA]JIB PBBKB)

1. Data Objek Pajak

Volume(liter) Bulan Harga Jual Nama dan alamat Perusahaan yang
No Jenis BBKB (MasaPajak) per Liter(Rp) membeli
1 2 3 4 5 6

JUMLAH

2. Jumlah pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masapajak dalam tahun pajak tertentu)

Masa Harga Jualper Jumlah Tarif Dasar Pajak
No Pajak Jenis BBKB Liter Penjualan/ PBBKB Pengenaan Terhutang
(Rp) Penyaluran
Pajak (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH
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3. Jumlah pajak terhutang berdasarkan masa pajak bulan sebelumnya (lampirkan
fotokopi dokumen Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order/DO), invoicedan/atau dokumen lain yang
dipersamakan.
. Harga Jumlah . Dasar .
No Mellsa Jenis Jual per Penjualan Tarif Pengenaan Pajak Terhutang(Rp)
Pajak BBKB Liter (Rp) (liter) PBBKB Pajak
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH
4. Rekapitulasi PBBKB per Kabupaten/Kota
No Kab/ kota Bio Diesel Solar
Jml Ltr Harga/ltr PBBKB Jml Ltr Harga/ltr PBBKB
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
JUMLAH
No Kab/ kota Pertalite jumlah
Jml Ltr Harga/ltr PBBKB Jml Ltr Harga/ltr PBBKB
1 9 10 11 (3+6+9) (4+7+10) (5+8+11)
1
2
3
4
5
6
JUMLAH
Catatan:
Kolom ditambahkan sesuai jenis BBKB yang dijual
5. Penjualan yang tidak dikenakan PBBKB
No Jenis ]ur.nlah Tgl Penjualan Perusahaan yang membeli Al?san tidak
BBKB penjualan dikenakan
(liter) PBBKB
Nama Alamat
LAMPIRAN: Ada Tidak Ada keterangan
1| SSPD

2| Bukti Penjualan (Invoice/DO)

3| Daftar Invoice/DO yang ditandatangani
Pejabat yang berwenang
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B. PERNYATAAN

Medan,
Penyetor,
ttd

(nama jelas)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwaapa yang kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampirannya adalah
benar, lengkap dan jelas.

saya

C. DIISI OLEH BAPENDA

Diterima tanggal:

Nama Petugas

NIP
No. Telp

ttd

gunting disini
No. SPTPD ....coovviiiiiiiiiiniee
TANDA TERIMA

N.P.W.P.D
Nama
lAlamat

Medan,

Yang Menerima,

ttd
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2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Kurang Bayar Tambahan

@ PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR
. BADAN PENDAPATAN DAERAH MASA PAJAK
JL. SM RAJAKM 5,5 KOTA MEDAN TGL PENETAPAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR/KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKB/SKPDKBT)

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi data/Penelitian/Pemeriksaan terhadap SPTPD/Waijib Pajak
Nama Perusahaan

Nomor WAPU
NPWPD/NPWP
Alamat
Ditemukan adanya PBBKB yang TIDAK/KURANG BAYAR sebesar Rp (
), dengan rincian sebagai berikut:
BUKTI PENJUALAN SANKSI (2% /BULAN)
JUMLAH PBBKB BELUM PBBKB TERUTANG
POKOK KETERLAM-
NO. TGL PBBKB (R TERBAYAR TERBAYAR BATAN % R (PBBKB BLM
INVOICE | INVOICE (Rp) (Rp) (Rp) ’ P TERBAYAR + SANKSI)
(BULAN)
TOTALTAGIHAN

(LT 11 - SRRSOt

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara melakukan penyetoran PBBKB senilai tersebut di atas.

MEDAN,
KEPALA BAPENDA

PANGKAT
NIP

PERHATIAN :

1. PENYETORAN PALING LAMBAT TANGGAL ......ovvirririinriiciiinieieinns

2. KETERLAMBATAN PENYETORAN AKAN SANKSI 1% (SATU PERSEN) PER BULAN

3. KETERLAMBATAN PENYETORAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN BERTURUT-TURUT AKAN DIKENAKAN SANKSI PENCABUTAN WAPU




3. Surat Setoran

&
*r PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA S S P D
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
Jalan Sisingamangaraja Km.5,5 Kota Medan PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
(PBBKB)
NAMA
ALAMAT

NO.TELP & EMAIL
NPWPD/NPWP
NOMOR WAPU
MENYETOR BERDASARKAN
1. SPTPD, NOMOR & TGL.
2. STPD, NOMOR & TGL.
3. SKPDKB, NOMOR & TGL
4. SKPDKBT, NOMOR & TGL
3. SK. PEMBETULAN, NOMOR & TGL
4. LAIN-LAIN (SEBUTKAN)

NOMOR JENIS BAHAN BAKAR PBBKB (Rp)

N oo b~ o w N

JUMLAH

Dengan Huruf :

DISETOR SECARA NON TUNAI (BUKTI PENYETORAN Medan, 2024
Ruang untuk TeraanKas
TERLAMPIR
Register/Tanda )
ETODE :
Tangan Petugas Penerima METO Penyetor
PENYETORAN

TGL PENYETORAN

BANK ASAL : NAMA:
PENYETORAN
NAMA : JABATAN:
NIP :




4. Surat Tagihan Pajak Daerah

% 7 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR
l% BADAN PENDAPATAN DAERAH MASA PAJAK
: Jalan Sisingamangaraja Km.5,5 TGLPENETAPAN
MEDAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Berdasarkan hasil penelitian terhadap SPTPD dan atau SPTPD tidak disampaikan tepat waktu, maka diminta kepada:

Nama Perusahaan

Nomor WAPU
NPWPD/NPWP
Alamat
untuk melakukan pembayaran PBBKB sebagai berikut:
1. KURANG BAYAR/BELUM BAYAR

BUKTI PENJUALAN POKOK JUMLAH | PBBKB BELUM SANKSI (1% /BULAN) PBBKB TERUTANG
NO. INVOICE TGL PBBKB (Rp) TERBAYAR TERBAYAR |KETERLAMBA % Rp (PBBKB BLM TERBAYAR +

INVOIC (Rp} (Rp) T- SANKSI)
E AN (BULAN)
JUMLAH

2. Tidak Menyampaikan SPTPD tepat waktu, dikenakan sanksi Administratif sebesar ----------eeeeemecneeee 1.000.000,00

TOTAL TAGIHAN

| TERBILANG
1

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara melakukan penyetoran PBBKB senilai tersebut di atas, paling lambat

MEDAN,
KEPALA BAPENDA

PANGKAT

NIP

PERHATIAN :
1. PENYETORAN PALING LAMBAT TANGGAL oo

2. KETERLAMBATAN PENYETORAN AKAN SANKSI 1 % (SATU PERSEN) PER BULAN

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

sesuai dengan aslinya A. FATONI

ZUTAMA MUDA (IV/C)
9690421 199003 2 003



LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan
(NPAP).

Nilai perolehan Air Permukaan adalah hasil perkalian antara harga dasar Air
Permukaan dengan bobot Air Permukaan.

Nilai Perolehan Air Permukaan dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

a. Harga Dasar Air Permukaan (HDAP);

b. Faktor Ekonomi Wilayah;

c. Faktor Nilai Air Permukaan;

d. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan.

Rumus untuk menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP)

NPAP = HDAP x FEW x FNAP x FKPAP

HDAP = Harga Dasar Air Permukaan

FEW = Faktor Ekonomi Wilayah

FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan

FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Pemukaan

Bobot Air Permukaan dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit
atas faktor-faktor:

a. Lokasi pengambilan air;

b. Volume air; dan

c. Kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Besaran Pokok PAP yang terutang berdasarkan dengan 2 (dua) jenis perhitungan
yang meliputi:

Rumus untuk menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP)

NPAP = HDAP x FEW x FNAP x FKPAP

HDAP

Harga Dasar Air Permukaan
FEW = Faktor Ekonomi Wilayah

FNAP Faktor Nilai Air Permukaan
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FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Pemukaan

8. Bobot Air Permukaan dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit
atas faktor-faktor:
a. PAP = Tarif PAP x NPAP x Volume pengambilan; atau
b. PAP = Tarif PAP x NPAP x KwH yang dihasilkan.

9. Harga Dasar Air Permukaan (HDAP)
Nilai Harga Dasar Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan
peruntukan pemanfaatan dan/atau penggunaan air permukaan sesuai Tabel 1.

sebagaimana berikut:

Tabel 1. Nilai HDAP

No. Nilai Harga Dasar Air
Harga Dasar Air
Kementerian PUPR Ditetapkan
Min Max Provinsi

1 Air Minum/ Pertanian Rp49,15/M?3 Rp302 /M3 Rp300/M?3

Niaga Rp82,75/M?3 Rp865/M?3 Rp865/M?3

2 | Industri Industri Rp82,75/M?3 Rp525/M3 Rp525/M3
Tambang Rp82,75/M?3 Rp518/M3 Rp200/M?3
3 Listrik Rp42,64 /KwH Rp300/KwH | Rp230/KwH

10. Faktor Ekonomi Wilayah (FEW)
Faktor Ekonomi Wilayah (FEW) merupakan faktor yang menggambarkan kondisi
perekonomian dari provinsi berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bruto

(PDRB) daerah setiap provinsi yang bobot koefisieannya berdasarkan Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Ekonomi Wilayah

No Peruntukan Bobot
1 | Nilai PDRB > Rp 1.000.000.000.000. 000 100%
2 | Rp 400.000.000.000.000 <Nilai PDRB< 1.000.000.000.000.000 95 %
3 | Rp 150.000.000.000.000 <Nilai PDRB< 1.000.000.000.000.000 90 %
4 | Rp 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB< 150.000.000.000. 000 85 %
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Nilai PDRB < Rp 50.000.000.000. 000 80 %

11. Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP)

FNAP merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu

dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. FNAP dihitung dengan rumus

sebagai berkut :

FNAP = LA x VA x KP

LA= Lokasi Sumber Air Permukaan

VA = Volume Air yang dimanfaatkan

KP = Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air
11.1. Lokasi Sumber Air Permukaan (LA)

Dalam menentukan lokasi sumber permukaan sebagai salah satu variabel faktor
nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai
maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah
yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik
daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Adapun koefisien lokasi sumber

air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Lokasi Sumber Air

No. Peruntukan Bobot

1 | Hulu 100 %

2 | Tengah 90 %

3 | Hilir 80 %
11.2. Volume Air yang dimanfaatkan (VA)

Volume air adalah jumlah air yang diambil yang dihitung dalam satuan meter
kubik (M®) penggunaan dan atau pemanfaatan air dapat dibedakan menjadi

beberapa klasifikasi sesuai Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Jenis Sumber Air

No. Peruntukan Bobot
1 |<60-1501t/dt 30 %
2 ]151-300 It/dt 45 %
3 | 301-500 1t/dt 70 %
4 |501-1000 1t/dt 85 %
5 | 1001-3000 1t/dt 100 %
6 | >3000 1t/dt 110 %
11.3. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air (KP)

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan
berdasarkan wilayah sungai, yang terbagi kedalam kewenangan pemerintah

pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah
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kabupaten/kota, sebagaimana tersebut dalam Tabel 5.

Tabel 5. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

No. Peruntukan Bobot
1 | Kewenangan Pusat 50%
2 | Kewenangan Provinsi 100 %

12. Faktor Kelompok Pengguna Air Pemukaan (FKPAP)
Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan
nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokan berdasarkan jenis

kegiatan sebagaimana dalam Tabel 10.

Tabel 10. Koefisien Faktor Kelompok Pengguna Air Pemukaan (FKPAP)

No Kegiatan Pengguna/Pemanfaat Air FKPA
L. Sosial
1 | Sosial a Asrama, Badan Sosial 0,00
b  Pertanian Rakyat 0,00
€ Penggelontoran 0,00
d Pengendalian Banjir 0,00
e Perbaikan Lingkungan (penyiraman
tanaman, sumur pantau dan sumur
resapan) 0,00
f Penyediaan Estetika (air mancur, kolam,
taman kota) 0,00
g Penyiraman Jalan 0,00
h Penyediaan Hidrant 0,00
2 | Umum a Rumah ibadah, Panti yatim piatu, Panti
asuhan 0,00
3 | Sosial Khusus b Rumah Sakit Pemerintah, Terminal Bus,
Stasiun Kereta Api, Pasar 0,00
II. Perusahaan Non Niaga
1 | Rumah Tangga a Rumah Tangga Perorangan
b Rumah Tangga Komersil/Kawasan
Pemukiman 0,00
0,00
2 | Intansi Pemerintah a Kantor/Instansi Pemerintah 0,00
b Kedutaan/Konsul/Kantor Perwakilan
Negara Asing 0,00
¢ Institut/Universitas/Sekolah/ Kursus 0,00
d Kantor/Instansi Swasta 0,00
3 | PDAM Perusahaan Daerah Air Minum 1,00

III. Niaga /Perdagangan /Jasa

1 | Niaga Kecil a Usaha yang berada dalam rumah | 4,00
tinggal /Industri rumah tangga
4,40
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b Usaha Kecil / Losmen / Pondokan /
Rumah Sewa / Penginapan
¢ RS. Swasta/Poliklinik/ Laboratorium 4,90
Swasta
d Praktek Dokter/Pengacara/Profesi 5,40
e Hotel Melati/Rumah Makan /Tempat
Pertemuan/Pondok Swasta/ Restoran 5,80
f Badan Usaha/Perorangan Sejenis 6,30
Niaga Sedang a  Hotel Bintang 1,2,3/Apartemen 6,80
b  Steambath/Salon 7,30
c Bank 7,80
d Night Club/Bar/Pub/Bioskop
/Supermarket/usaha Persewaan Jasa 8,30
Kantor/Balai Pertemuan
e Service Station/Bengkel/ Pencucian 9,00
Mobil
f  Perdagangan/Grosir/Pertokoan 9,40
Niaga Besar a  Realestate/Lapangan Golf/Kolam 10,00
Renang/Pusat kebugaran /Sarana Olah
Raga Lainnya
b  Hotel Bintang 4 dan 5 11,50
c Bangunan Niaga Besar Lainnya yang 12,50
sejenis
Iv. Industri /Penunjang Produksi
Industri Kecil a Industri-industri kecil sejenis 15,50
Industri Sedang a  Pabrik Es 16,00
b  Pabrik Makanan 11,00
c  Pabrik Kimia/Obat-obatan/Kosmetik 11,50
d Pabrik Mesin Elektronik 12,00
e Pengolahan Logam 12,50
f  Pabrik Tekstil/Garment 13,50
g  Agro Industri
14,50
Industri Besar/air a Industri Air Minum Dalam Kemasan 110,00
sebagai bahan (AMDK)
produksi b  Industri Minuman Olahan 122,00
¢ Industri Besar lainnya yang sejenis 100,00
Sistem Penyediaan a Kawasan Instri
Air Minum (SPAM) Kawasan Industri 9,50
/Perusahaan non b Perusahaan Pembangunan Perumahan 6,50
PDAM Penjualan Air Lainnya
¢ Kebutuhan Pokok Rumah Tangga 31,00
d 0,00
V. Pertanian
6,50
Pertanian a  Perkebunan/pembenihan 8,50
b  Perikanan 4,00
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I c Peternakan i B
VI. PLTA

1 | Tenaga Listrik a Ketenagalistrikan (Rp/KwH) 1,20

VII. Pertambangan

1 | Pertambangan a  Hulu Migas 10,00
b Batubara 50,00
¢ Mineral Logam bukan Logam 101,00
d Batuan 100,00
e Pendulangan Emas 105,00

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

A. FATONI




LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

Format Perhitungan Taksiran dalam SPTPD dalam Pajak Air Permukaan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH NO.SPTPD : i

MASA PAJAK: ...ooecoeeenn.

MEDAN TAHUN PAJAK: ...............
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK AIR PERMUKAAN

Kepada Yth.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SUMUT

u.p. KEPALA UPTD PEPENDA ................

) T
Nama Wajib Pajak
Alamat
N.P.W.P.D
Nomor Kohir
Jenis Usaha
METER AIR
1. Angka Meteran Akhir Bulan Lalu : .... m3
2. Angka Meteran Akhir Bulan Ini : ....m?3
3. Volume Pengambilan Air (2-1) : .... m3

BERDASARKAN SURAT IZIN

1. Kapasitas Pompa Air (A) . liter/detik (berdasarkan surat izin)

2. Lama Pemakaian Sehari (D) : ...... jam/hari

3. Pemakaian 1 Bulan (T) D hari

4. Volume Pengambilan Air :AxDxTx3.600 =..... m?3
1.000

TAKSIRAN

1. Diameter Pipa S Inchi

2. Kapasitas Pompa Air (A) S liter/detik

3. Lama Pemakaian Sehari (D) : ...... jam/hari

4. Pemakaian 1 Bulan (T) D hari

5. Volume Produksi D Ton

6. Volume Pengambilan Air :AxDxTx3.600 =..... m?3
1.000

7. Penetapan Volume e X X oo 3.600 = . m3x 1,5 = ... m?3

1.000
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Keterangan :
Demikian formulir ini disi dengan benar dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban

pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang — undangan yangberlaku.

Diperiksa oleh Petugas, Wajib Pajak/Kuasa

Nama jelas
Nama :
Pangkat / (Gol)
NIP.

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

A. FATONI

gA/H. SIREGAR
®JTAMA MUDA (IV/C)




LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

PAJAK AIR PERMUKAAN

1. Surat Pendaftaran Objek Pajak Air Permukaan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

J1. Sisingamangaraja Km. 5,5 Telp. (061) 7865586 - 7867776
MEDAN

NO.SPOPD : ....coieiiiiiieeees
MASA PAJAK: ...ccovveeee
TAHUN PAJAK: .......ooeeeee

SPOPD
(SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH)
PAJAK AIR PERMUKAAN

PERDA PROV. SUMUT NO.1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Kepada YTH.
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SUMUT
Cqg. KEPALA UPTD PEPENDA
DI

newpp . L AT T T T T 11

1. JENIS/BIDANG USAHA : (Air Minum/Industri/Niaga/Tambang/Listrik)
2. Nama Perusahaan/Badan: ..........ccceeiiuieiiiiie ettt et e e st e st e s sbe e e e s aee e s ataeaeanee
3. Alamat Usaha

4. Nomor dan Tanggal IZiN: ... e bbb e

NO| DATA PENGAMBILAN/PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN KETERANGAN

sosial, rumah tanggal, PDAM, Niaga, Industri,

A |penggunaan air untuk kegiatan = |, Pertanian/Peternakan/Perikanan/Perkebunan, Pertambangan,
tenaga listrik

B lienisusaha e, menyebutkan jenis usaha scara spesifik, misalny_a Industri
Makanan, Perkebunan: Sawit, Pertambangan: Nikel dst

C TITIK PENGAMBILAN/LOKASI PEMANFAATAN AIR

1 |TITIK/LOKASI 1: (nama lokasi dan objek)

Nama/Alamat Lokasi

. |Desa. Kecamatan/Kab/Kota

Jenis Sumber Air

. |sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, mata air

Nama Sumber Air

. |misalnya Sungai Asahan, Danau Toba, dIl

olajlo|T|V

volume pengambilan/pemanfaatan

. |m3

kapasitas pengambilan/pemanfaatan

liter/detik

TITIK/LOKASI 2:

Nama/Alamat Lokasi

. |Desa. Kecamatan/Kab/Kota

Jenis Sumber Air

. |sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, mata air

Nama Sumber Air

. |misalnya Sungai Asahan, Danau Toba, dll

volume pengambilan/pemanfaatan

. [m3

olajlo|T|

kapasitas pengambilan/pemanfaatan

liter/detik

Keterangan :

Demikian formulir ini disi dengan benar dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban
pengisian SPOPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang
berlaku.
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TANDA TERIMA

Yang menerima




2. Surat Ketetapan Pajak Air Permukaan

SKPD No:

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Nomor Kohir :

PAJAK AIR PERMUKAAN
PEMERINTAH DAE%{\FIZ;Z{OVINSI SUMATERA | V559 Pajak : BIn ..coccoovvecii Thn..........
BADAN PENDAPATAN DAERAH Tanggal Penetapan : .......cccccverieiiinin e seeeeenne
J1 SM Raja KM 5,5 Kota Medan Tanggal Jatuh Tempo : ....cccoeveviriecinier e
Nama Wajib Pajak/Kuasa DASAR PENGENAAN PAJAK
NPWPD
No Kohir
Alamat Wajib pajak/Kuasa Volume Pengambilan :
Pemanfaatan Air : M3
Nama Perusahaan Produksi Listrik : Kwh
Alamat Perusahaan Luas Pertanian : M?
HDA : Rp.
NPWPD NPA :Rp.
Kode Rekening Jenis Pajak Air Iugﬂah
p.
4.1.01.04 Pajak Air Permukaan
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Rp.
Jumlah Saksi Administratif : a. Bunga Rp.
b. Kenaikan Rp.
Jumlah Keseluruhan Rp.
Dengan Huruf
PERHATIAN : A.n. KEPALA BADAN
PENDAPATAN
1. Pembayaran dapat dilakukan melalui : DAERAH PROVINSI SUMATERA
a. Pemegang Kas Pembantu pada UPTD PPD KEPALA UPTD Pengelolan
NG Y o) 3G I SRS Pendapatan Daerah ..............
Telepon : ..ccooveveeieiincicece e
b. Rekening Umum Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara
Rekening No. .....cccueuuenen.

Coret yang tidak perlu *)

Dan Kode Rekening sesuai Jenis Pajak Air tersebut diatas dengan
Menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat Tanggal Jatuh
Tempo Dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 1% per bulan
Untuk paling lama 24 bulan

NIP. oo




3. Surat Setoran Pajak Daerah

NO. URUT
SERI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SSPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH ( SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )
UPTD PEPENDA PAJAK AIR PERMUKAAN
JL. eeeeessssenesssasre e e s nessanasssnsnannnes
L] . Tahun .....ccccceevvvevevceeeieiiennns
Nama L teteeeeareeeeeeerateeeeeeeanreesae e ateeteeeetaeeeee et nte e e ennnretens
Alamat L e tete e et e et e ettt e et te bbbt et b et et eebeebbeaben st e ten
NPWP 0O 0O 0O0o0Oogod odg odaao
Menyetor berdasarkan * ) : ] skpD ] sTPD O Lain-lain
] skpDT ] sPTPD
] SKkPDKB [0 SK Pembetulan
[] SKPDKBT [] SK Keberatan
Masa Pajak Bulan : e, Tahun : .., No. Urut : cceoveeerereene.
. . . i . Jumlah
Nomor Kohir Pokok Pajak Sanksi Administrasi Rp
Jumlah Setoran Pajak
Dengan Huruf
........................................................ Tahun ................
Diterima oleh,
pemegang Kas Khusus Penerimaan Penyetor
Pemilik / Kuasa
(evereererenreeresesse s ees st ten st s st a s et s enanaas ) (evereererenreererense s ens st te sttt ae s s enanaas )
NIP . e




4. Surat Tanda Setoran

PEMERINTAH SUMATERA UTARA

UPTDPPD.........
SURAT TANDA SETORAN
(STS)
STSNo: Bank : Bank Sumut Cabang koordinator medan
No. Rekening : 100.01.01.000623.0
Harap diterima uang sebesar RP.oviinn
(dengan huruf) T TSP P PP PRPPRP Rupiah )
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:
No Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumlah (Rp.)
1 | | | | | Pajak Air Permukaan
Jumlah
Keterangan Tambahan :
Samsat/Gerai :
Masa Berlaku :
Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Dicetak oleh : admin

Non Tunai ‘ BELUM / SUDAH BAYAR

Waktu Cetak :

Halaman 1/1



5. Surat Tagihan Pajak Air Permukaan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA STPD No. Urut
BADAN PENDAPATAN DAERAH ( SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH ) Formulir
UPTD PEPENDA ...ttt PAJAK AIR PERMUKAAN

JLe e s Masa Pajak @i | e
LI < TP TR Tahun

Nama
Alamat

No. Kohir
NPWP

Tgl. Jatuh tempo L e et et ettt e et eea et et sen b e et eeas

I. Berdasarkan penelitian dan atau pemeriksaan , perhitungan jumlah Pajak yang masih harus di bayar
adalah sebagai berikut :
1. Pajak yang harus dibayar
2. Sanksi administrasi
3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2)

Dengan Huruf

1. Harap Penyetoran dilakukan melalui PKKP (Pemegang Kas khusus Penerima) Provinsi Sumatera Utara atau
MEIATUT PP UPTD ...ttt ettt e et ettt e ee e e e e s eaeee ee e eea sen sas saeseeseeees een snameneseeees een eenemsnemeeseeees een sensnsmnenn

2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterbitkan
dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara,

Kepala UPTD PEPENDA ......ccoviiiiiiiiiiieeieeeieeans
NIP.
MODEL DPD - 11A gunting disini
NO. STPD .ot
TANDA TERIMA
1. Nama L ettt ettt ettt ettt e st e s bente st e saenbenaesaatens
2. Alamat © ettt ettt ettt et ese et et e te s e et eseneere e enene s
3. No. Kohir L ettt ettt ettt ettt se ettt st et sasere st sttt s
4. NPWPD L ettt ettt et ettt et et et et e nae et e naenreren




6. Laporan Bulanan

Form |
DATA UNTUK PENDUKUNG PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAP
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATER UTARA
UPTD PEPENDA XXXX
BULAN XX TA. XX
NO. Nomor STS Tanggal Transaksi Wajib Pajak Nilai Transaksi (Rp) Kab / Kota
TOTAL

XXXXX, 31 JANUARI 2024

DIKETAHUI KASI LAYANAN PENDAPATAN II
KEPALA UPTD PEPENDA XXXXXX BAPENDA UPTD PEPENDA XXXXXXXX BAPENDA
PROVINSI SUMATERA UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA
NAMA Ka.UPT NAMA KASI LAYANAN 11
PANGKAT PANGKAT

NIP NIP




Form Il
REALISASI PENERIMAAN DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATER UTARA
UPTD PEPENDA XXXX
BULAN XX TA. XX
NO Nomor STS Tanggal Transaksi Wajib Pajak MASA PAJAK Nilai Transaksi (Rp)
1
2
3
4
JUMLAH

DIKETAHUI
KEPALA UPTD PEPENDA XXXXXX BAPENDA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA Ka.UPT
PANGKAT
NIP

XXXXX, 31 JANUARI 2024
KASI LAYANAN PENDAPATAN I
UPTD PEPENDA XXXXXXXX BAPENDA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA KASI LAYANAN II
PANGKAT
NIP




Form lll
DATA POTENSI PAJAK AIR PERMUKAAN PROV.SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATER UTARA
UPTD PEPENDA XXXX
BULAN XX TA. XX

NAMA WAJIB ALAMAT TITIK PENGAMBILAN TANGGAL TERDAFTAR SEBAGAI PERIZINAN PEMAKAIAN KOORDINAT RATA-RATA VOLUME NAMA SUNGAI /IRIGAS| | FAKTOR KELOMPOK HDA KEWENANGAN

NO PAIAK DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR KABUPATEN / KOTA WAJIB PAIAK PAP NOMOR BERLAKU S/D METERAN TITIK NPWPP NOMOR KOHIR PEMAKAIAN AIR PER WADUK/ SITU/ DANAU/ PENGGUNA AIR PEMANFAATAN AIR PROVINSI PUSAT
PERMUKAAN PENGAMBILAN BULAN (m3/ Kwh) MATA AR (FKPAP) (PERUNTUKAN AIR)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DIKETAHUI XXXXX, 31 JANUARI 2024

KEPALA UPTD PEPENDA XXXXXX BAPENDA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA Ka.UPT
PANGKAT
NIP

KASI LAYANAN PENDAPATAN I

UPTD PEPENDA XXXXXXXX BAPENDA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA KASI LAYANAN Il

PANGKAT
NIP




- 10 -

1 |Penerimaan PAP Bulan Ini

Penerimaan PAP s/d Bulan Lalu

Penerimaan PAP s/d Bulan Ini

DIKETAHUI

KEPALA UPTD PEPENDA XXXXXX BAPENDA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA Ka.UPT
PANGKAT
NIP

Nama Kota, 31 JANUARI 2024

KASI LAYANAN PENDAPATAN i
UPTD PEPENDA XXXXXXXX BAPENDA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA KASI LAYANAN Il
PANGKAT

NIP

Form IV
PENETAPAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK PAP
BERDASARKAN SKPD, SSPD, TUNGGAKAN DAN DENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATER UTARA
UPTD PEPENDA XXXX
BULAN XX TA. XX
REALISASI BERDASARKAN TUNGGAKAN BERDASARKAN
sPTPD SKPD SSPD TUNGGAKAN BULAN INI PEMBAYARAN TUNGGAKAN SISA TUNGGAKAN DENDA BELUM BAYAR
No NAMA WAJIB PAIAK ALAMAT KAB/KOTA NO NPWPP NO KOHIR KET
POKOK PAJAK DENDA
6L PEMAKAIAN | SATUAN (M3/ 6L | Nosspp |PONOKPAIAK JUMLAH (Rp) MASA PAJAK (Rp) MASA PAIAK (Rp) MASA PAIAK (Rp) MASA PAIAK
APU(M3) KWH) POKOK PAIAK (o)
oL NO SKPD Rl DENDA (Rp) |  MASA PAJAK

1 2 3 ] 5 6 7 8 9 10 1 2 13 7] 15 16 17 18 19 2 2 2 23 2 25 2 27
|___'uMLAH BULAN INI
| umian BuLAN LA
| [JUMLAH S / D BULAN INI

1 SKPD/SK Rp.

2 SSPD/B.177 Rp.

3 sTPD Rp.
No Uraian Pokok PAP. Jumlah
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FormV
LAPORAN REKAPITULASI PAJAK AIR PERMUKAAN
BERDASARKAN SKPD, SSPD, TUNGGAKAN DAN DENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATER UTARA
UPTD PEPENDA XXXX
TAHUN XOXO(X
REALISASI PAP SPTPD REALISASI PAP TUNSS“‘::::\?A?‘EAR;)ASARKAN e
Ne (Buian} KUBIKASE SKED SSED Miif\Ll;:i'AK B‘Biﬁﬁ?::(::\;) (Rp) SISA TUNGGAKAN BELUM KET,
APU (M3/KWH) APU (Rp} POKOK (Rp) DENDA (Rp) JUMLAH (Rp) BAYAR

1 2 4 6 & 92 10 22 2 14 15 16 L7
1 [JANUARI

2 FEBRUARI

- : MARET

4 (APRIL

5 |MEI

6 [JUNI

PAREISIN|

&8 |AGUSTUS

9 |SEPTEMBER

10 |OKTOBER

11 |[NOVEMBER

12 |DESEMBER
TOTAL JANUARI $/D DESEMBER

XXXXX, 31 JANUARI 2024

KASI LAYANAN PENDAPATAN i1
UPTD PEPENDA XOOXXXXX BAPENDA
PROVINSI SUMATERA UTARA

DIKETAHUI
KEPALA UPTD PEPENDA XXXXXX BAPENDA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA Ka.UPT
PANGKAT
NIP

NAMA KASI LAYANAN i1
PANGKAT
NP

_sesuai dengan aslinya

@@\@I%HI{}E

ALA BIRO HUKUM,
[”1, Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

n

SIREGAR A. FATONI
AMA MUDA (IV/C)

0421 199003 2 003




